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BAB III

KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA

A. Hukum kewarisan perdata

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang

sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai

kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan

yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-

orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan

pihak ketiga.1 Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum

kewarisan perdata sebagai berikut :

1. A. Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-

ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseoraang, akibat-

akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta

peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam

hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.2

2. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau

peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah

1 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 81.
2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Prenada Media Group,
Jakarta, 2010), 249.
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berbagai hak-hak dan kewajiban  tentang kekayaan seseorang pada waktu

ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.3

3. Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah

harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.4

Menurut pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , “ Pewarisan

hanya berlangsung karena kematian.” Jadi harta peninggalan atau warisan

baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih

hidup saat warisan terbuka.

B. Unsur-unsur kewarisan perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu

sebagai berikut :

1. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan

kekayaan.

2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak

menerima kekayaan yang di tinggalkan.

3. Harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang di tinggalkan

dan beralih kepada ahli waris.

C. Syarat-syarat terjadinya pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

3 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, (Jakarta:
Intermasa, 1986), 1.
4 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 373.
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1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meningal dunia,

sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata.

Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh ( mati hakiki) ,

yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar

mati.

b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui

secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan

bahwa ia sudah mati.

2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada

atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris

dimungkinkan dengan :

a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar

masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.

b) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih

hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya

( pasal 1 ayat 2 KUH Perdata)

D. Cara mendapatkan warisan

Dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah waarisan

dari pewaris, yaitu :

1. Secara ab intestato ( pewarisan menurut undang-undang). Pewarisan

menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang
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mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan

oleh undang-undang. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan

hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-

anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditingglkan atau

yang hidup paling lama.

b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua

dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.

c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas

dari pewaris.

d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping

dan sanak keluarga lainnya.5

2. Secara testamentair ( ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau

testamen ). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang

apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat

adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat

meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseoraang

calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus

hak untuk mewaris secara ab intestato.6

5 Mukhtar Zamzami, Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, (Prenada Media
Group, Jakarta, 2013), 49.
6 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 85-86.
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E. Asas-asas hukum waris perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta

benda yang dapat diwariskan.

2. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya

secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,

dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal.

3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karenya meninggalnya

pewaris.

4. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secar pribadi menjadi ahli

waris bukan kelompok ahli waris.

5. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisaan dari pihak

ayah maupun pihak ibu.

6. Asas penderajaatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan

menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

F. Tidak layak menjadi ahli waris

Terdapat sebab-sebab menurut undang-undang ahli waris tidak patut

(onwaardig) menerima warisan dari pewaris.

1. Ahli waris yang menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut

untuk menerima warisan secara ab intestato dalam pasal 838, 839 dan 840

KUH Perdata adalah7 :

7 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 141.
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a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau

mencoba membunuh si pewaris.

b) Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara

fitnah telah melakuka pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu

pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman

penjara kima tahun lamanya atau lebih berat.

c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si

pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.

d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat

wasiat si pewaris.

2. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menerima warisan

dalam pasal 912 KUH Perdata, ialah :

a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris.

b) Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan

surat wasiat si pewaris.

c) Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris

untuk mencabut atau mengubah sura wasiatnya.

G. Ahli waris pengganti

Mewaris dengan cara mengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan

bij plaatsvervulling.8 Dalam KUH Perdata pasal 841 dijelaskan bahwa

pergantian tempat waris adalah pergantian memberi hak kepada seorang yang

8 Effendi Perangin, Hukum Waris, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), 13.
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mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala

hak orang yang diganti.

Contoh :

Keterangan : Hafiz meninggal dan mempunya dua anak, Malik dan Fatma,

namun sebelum hafiz meninggal, fatma meninggal terlebih dahulu, maka Fia

sebagai anak dari Faatma menggantikan Fatma dalam semua hak hak Fatma.

Ada tiga macam pergantian tempat dalam KUH Perdata9

1. Penggantian dalam garis lurus menurun, dalam pasal 842 dan pasal 843 KUH

Perdata

Pasal 842

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung
terus tanpa akhir. Penggantian itu diijinkan dalam segala hal, baik bila anak-
anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan
keturunan-keturunan maupun dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun

9 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, ( Jakarta: CV Rajawali, 1992), 388.

Hafidz

Malik Fatma

Fia
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bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang
lain, dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”10

Pasal 843

“Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.
Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu
menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh”11

2. Penggantian dalam garis menyimpang, keuntungan para keturunan dari

saudara laki-laki dan saudara perempuan, dalam pasal 844 KUH Perdata

“Dalam garis menyimpang pengantian diperbolehkan demi keuntungan semua
anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih
dahulu, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman atau
bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara
yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi di antara semua keturunan mereka,
yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam derajat yang tidak
sama.”12

3. Penggantian dalam garis menyimpang (lebih jauh dari para saudara laki-laki

dan saudara perempuan) dalam pasal 845 KUH Perdata

“Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis kesamping,
bila di samping orang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang
meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan
dari mereka yang tersebut pertama”13

10 Niniek Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),220.
11 Ibid., 220.
12 Ibid., 220.
13 Ibid., 220.


